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ABSTRACT 

SMEs development has been strategically placed as one of national market pillars. 
SMEs play important role in absorbing labor in wich it absorbed more than .66 mil­
lion persons or 60 percent of total labor force, and their contribution is nearly two­
third to national output. It can be said that SMEs, mostly micro finances, have a 
vital pivot in Indonesian economy. However, many problems in their application 
have been faced such capital deficiency due to the banking regulation in channeling 
the credit. Some other problems are related to managing of the business such as 
managerial aspects, marketing aspects, human aspects and enterprises aspects. Hu­
man aspects here include labor and management, whereas enterprises aspects in­
clude characteristics of companies technology. 

Key Words: SMEs, Micro-finance . 

A. Pendahuluan 

Bisnis alami entrepreneur adalah 
bisnis kecil atau usaha kecil. Sampai 
saat ini batasan usaha kecil masih 
berbeda tergantung pada fokus per­
masalahannya masing-masing. Di 
Indonesia sendiri belum ada batasan 
dan kriteria yang baku mengenai usaha 
kecil. Berbagai instansi menggunakan 

batasan dan kriteria menurut fokus 
yang dituju. Menurut UU No. 9 Tahun 
1995.pasal5 tentang usaha kecil, usaha 
ini mencakup usaha mikro yang di­
jalankan pendudukyangmemiliki aset 
bersih maksimum Rp.200.000.000,- di 
luar tanah dan bangunan te~pat usa­
ha. Atau, memiliki hasil penjualan ta­
hunan paling banyak Rp. 1.000.000.000 
(1 Milyar Rupiah). 

· Tabel 1 · 
Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

Instansi Mikro 

Deperin, Bank & < Rp 200Juta 
Karlin 

BPS, Depnaker 1-4TK 

Sumber: UU No. 9, 1995. 

UUNo. 9 Tahun 1995 tentangusaha 
kecil terse but mempeijelas definisi usa­
ha kecil. Pasalnya, sebelum diberla­
kukan UU terse but, usaha kecil adalah 
usaha yang mengeijakan tenaga keija 

Kecil Menengah 

Rp 200 Juta S.d. Rp. 1 Rp 1 M - Rp.5M 
Milyar 

5-19 TK 20-99 TK 

kurang dari 20 orang, tanpa menggu­
nakan mesin. Sementara kriteria lain 
bersifat ad-hoc yaitu mengacu pad a om­
zet dan aset yang digunakan Depar­
temen Perindustrian dan Perbankan. 
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Tabel2 
Klasifikasi Usaha Kecil Menurut Omzet 

' 

Kelompok Omzet (Rp. Juta) 

1 Kurang dari 10 

2 Antara 10-50 

3 Antara 50-200 

4 Antara 200-500 

5 Antara 500-1.000 

Sumber: Bank Indonesia dalam Sukarna W. (2005). 

Berdasarkan klasifikasi usaha kecil 
menurut omzet pada tabel2 maka usa­
ha kecil dapat dibagi dalam 5 kelompok 
atau strata. Strata pertama adalah 
perusahaan kecil beromzet kurang dari 
Rp. 10 juta. Kemudian strata kedua 
beromzet an tara Rp. 10 juta s.d. Rp. 50 
juta, strata ketiga beromzet antara Rp. 
50 juta s.d. Rp. 200 juta, strata keempat 
beromzet antara Rp. 200 juta s.d. Rp. 
500 juta, dan strata kelima berom?-et 
an tara Rp. 500 juta s.d. Rp. 1.000 juta. 
Sebagian besar usaha kecil terdapat di 
strata pertama di mana keberadaannya 
didasarkan pada pertimbangan bisnis. 
Sejarah telah mencatat, setelah krisis 
melanda Indonesia delapan tahun lalu 
(1997) membuktikan bahwa usaha 
mikro dan kecil di Indonesia yang me­
rupakan basis ekonomi rakyat, dengan 
sangat cepat mereka bangun kembali 
dan mampu menyesuaikan diri dengan 
kondisi ekonomi sekarang. Krisis ter­
sebut menyebabkan banyak perusaha­
an menghentikan usahanya, terutama 
bagi perusahaan yang memiliki keter­
gantungan kepada bahan impor yang 
tinggi, sehingga mereka terpaksa me­
ngurangi operasi dan mem-PHK-kan 
pekerjanya. Korban PHK ini mencari 
pekerjaan lain di mana peluang yang 
ada terbatas pada usaha kecil, khu~ms­
nya usaha mikro, dan kegiatan infor-

mal lainnya. Hal ini berdampak pada 
jumlah usaha kecil pada tahun 2000 
mencapai 38, 98 juta unit a tau 99% dari 
total usaha (39,04 juta), menyerap 88, 
63% tenaga kerja, dan menyumbang 
45,12% PDB (Tabel 3). Sedangkan 
untuk tahun 2003,jumlah usaha mikro 
dan kecil mencapai 42 juta unit, 
menyerap 66 juta orang a tau 60% dari 
total tenaga kerja dan menyumbang 
50% output nasional (Sukarna Wiranta, 
2005). 

Meskipun jumlah usaha mikro dan 
kecil semakin bertambah, namun . 
mereka menghadapi serangkaian 
permasalahaR, terutama masalah 
modal yang dirasa paling sulit diatasi , 
dan masalah pemasaran produk yang 
cukup berarti. Melihat kenyataan terse­
but, maka us aha mikro dan kecil harus 
dikembangkan, sebab dengan berkem­
bangnya usaha mereka akan men­
ciptakan lapangan kerja yang semakin 
banyak, dan membuka peluang ekspor, 
serta pada gilirannya dapat memper­
kuat perekonomian nasional. Di 
samping itu, keberadaan usaha m:ikro 
dan kecil juga merupakan fakta 
semangat kewirausahaan sejati di 
kalangan rakyat yang q.apat menjadi 
perintis pembaharuan, yang masih 
perlu pembinaan karakter wira­
usahanya. 
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Tabe13 
Perbandingan Jumlah Unit U saha, Tenaga Kerja dan Produk Domestik Bruto 

Antara Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar 

Keterangan Kecil Menengah Besar Total 

Unitusaha 
Unit 38.985.072 55.061 1.946 39.042.079 
Prosentase 99,85 0,14 0,01 100 

TK 
Orang 61.700.343 7.536.088 382.573 69.619.004 
Prosentase 88,63 10,82 0,55 100 

PDB 
(Rp. 1 juta) 49?.674.020 197.459.447 402.948.769 1.094.082.236 
Prosentase 45,12 18,05 

Sumber: BPS tahun 2000 (dalam BRI, 2002) 

B. Kekuatan dan Kelemahan 
U saba Mikro dan Kecil 

Membangun dan meningkatkan ke­
sejahteraan pelaku kegiatan ekonomi 
dalam sistem ekonomi kerakyatan 
adalah salah satu upaya agar ekonomi 
Indonesia menjadi kuat dan dapat 
mensejahterakan sebagian besar 
masyarakat. Untuk dapat melaksana­
kan hal tersebut perlu diketahui apa 
yangJ:?.enjadi kekuatan dan kelemahan 
sektor usaha mikro dan kecil yang me­
rupakan basis ekonomi rakyat. Kekua­
tan sektor tersebut merupakan basis 
ekonomi rakyat. Beberapa kekuatan 
usaha kecil an tara lain (Suryana, 2001: 
85-86): 
• Memiliki kebebasan untuk 

bertindak. Bila ada perubahan, 
misalnya perubahan produk baru, 
teknologi baru, dan perubahan me­
sin baru, usaha kecil bisa bertindak 
dengan cepat untuk menyesuaikan 
dengan keadaan yang berubah 
tersebut. Sedangkan, pada perusa­
haan besar, tindakan cepat tersebut 
susah dilakukan. 

• Fleksibel. Perusahaan kecil sangat 
luwes, ia dapat menyesuaikan de­
ngan kebutuhan setempat. Fleksi-

36,83 100 

bilitas yang mereka miliki, yaitu 
mampu rpenyesuaikan dengan 
perubahan-perubahan yang terjadi 
dalam perekonomian, misalnya 
perubahan harga a tau selera. Bahan 
baku, tenaga kerja, dan pemasaran 
produk usaha kecil pada umumnya 
menggunakan sumber-sumber 
setempat yang bersifat lokal. 

• Tidak mudah goncang. Bahan 
baku kebanyakan lokal dan sumber 
daya lainnya bersifat lokal, sehingga 
perusahaan kecil tidak rentan 
terhadap fluktuasi bahan baku 
impor. 

Sedangkan kelemahan usaha mikro 
dan kecil dapat dikategorikan ke dalam 
dua aspek: 
• Aspek kelemahan struktural, 

yaitu kelemahan dalam struktur­
nya, misalnya kelemahan dalam 
bidang manajemen dan organisasi, 
kelemahan dalam pengendalian 
mutu, kelemahan dalam menga­
dopsi dan penguasaan teknologi, 
kesulitan mencari permodalan , 
tenaga kerja masih lokal, dan terba­
tasnya akses pasar. Secara struk­
tural, salah satu kelemahan usaha 
mikro dan kecil yang paling menon­
jol adalah kekurangan permodalan. 
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• Aspek kelemahan kultural. 
Kelemahan kultural mengakibat­
kan kelemahan struktural, kurang­
nya akses informasi dan lemahnya 
berbagai persyaratan lain guna 
memperoleh akses permodalan, 
pemasaran , dan bahan baku, 
seperti: 
1) Informasi peluang dan cara 

memasarkan produk. 
2) Informasi untuk mendapatkan 

bahan baku yang baik, murah, 
dan mudah 

3) Informasi untuk memperoleh 
fasilitas dan bantuan pengusaha 
besar dalam menjalin hubungan 
kemitraan untuk memperoleh 
permodalan dan pemasaran. 

4) Informasi tentang tata cara 
pengembangan produk, baik 
desain, kualitas, maupun ke­
masan. 

5) Informasi untuk menambah 
sumber permodalan denga·n 
persyaratan yang terjangkau. 

Ada pun kelemahan yang berhasil di­
deteksi Depkop dari basil berbagai ka­
jian antara lain (Wilson Arafat, 2005): 
• Kelemahan memperoleh peluang 

pasar dan mendapat bagian dari 
pasar 

• Kelemahan dalam struktur per­
modalan 

• Kelemahan di hi dang organisasi dan 
manajemen 

• Keterbatasan dalam pemanfaatan 
teknologi 

• Keterbatasan dalam memperoleh 
informasi untuk melakukan jang­
kauan usaha dan atau ke:rja sama 
usaha. 

Kelemahan-kelemahan tersebut meru­
pakan kelemahan internal, sesuatu 
yang inheren dari diri usaha mikro dan 
kecil itu sendiri. Beberapa kelemahan 
eksternal yang sangat mempengaruhi 
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kondisi dan perkembangan usaha 
mereka, yqitu: -;,;:: 
• Iklim berusaha yang kurang men­

dukung karena terdapat persaingan 
yang tidak adil dan tidak sehat di 
antara pelaku ekonomi terkait 

• Sarana dan prasarana perekono­
mian yang kurang memadai dan 
terbatas 

• Pembinaan instansi terkait kurang 
padu dan masih berdasarkan sektor 
teknis fungsional. 

Sebagai akibat dari seluruh kelemahan 
tersebut menyebabkan sektor usaha 
mikro dan kecil tidak mampu ber­
produksi secara efisien dan atau efektif, 
sehingga tidak dapat mengoptimalkan 
nilai tambah (value added) usahanya. 

C. Permasalahan Usaha Mikro dan 
Kecil 

Ketidakmampuan pengusaha mikro 
dan kecil untuk berkembang dise­
babkan adanya masalah-masalah 
mendasar yang belum mendapatkan 
penanganan yang serius, baik oleh 
pengusaha mikro dan kecil itu sendiri, 
maupun oleh pemerintah. Permasa­
lahan awal yang muncul dalam usaha 
mikro dan kecil adalah permasalahan 
permodalan (keterbatasan dana), dan 
kualitas SDM, lalu berkembang ke arab 
permasalahan pemasaran (khususnya 
bagi industri kecil dan kerajinan rumah 
tangga), permasalahan manajerial, dan 
permasalahan bahan baku (khususnya 
bagi pengrajin kulit). Keterbatasan 
kualitas SDM terutama bersumber 
pada tingkat pendidikan dan kete:fiun­
pilan yang rata-rata rendah, hal ini 
tercermin dalam pola organisasi, dan 
manajemen, serta metode produksi 
pada .umumnya masih bersifat tradi­
sional. Karena kelemahan-kelemahan 
ini, kerjasama dengan kelompok usaha 
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besar seringkali tidak berjalan dengan 
baik. Padahal, kerjasama dengan ke­
lompok usaha besar merupakan salah 
satu alternatif dalam upaya mengem­
bangkan usaha mikro dan kecil. 

Bagi pengus{lha mikro dan kecil, 
persoalan permodalan (aksesibilitas 
terhadap modal) ternyata merupakan 
masalah yang utama, hal ini dapat 
dilihat pada tabel 4 berikut: 

Tabel4 
Jenis Kesulitan Usaha Mikro 

Jenis Kesulitan urn IK 
1. Kesulitan Modal 40,48% 36,63% 
2. Pengadaan Bahan Baku 23,75% 16,76% 
3. Pemasaran 16,96% 4,43% 
4. Teknik Produksi dan Manajemen 3,07% 26,89% 
5. Persaingan 15,74% 17,36% 

Sumber: data BPS tahun 1998 (dalam Bambang Ismawan, 2003). 
IKR : Industri Kecil Rumah Tangga IK : Industri K~cil 

Keterbatasan modal atau dana me­
nyebabkan usaha mikro dan kecil me­
miliki keterbatasan dalam mengakses 
faktor-faktor produksi seperti mesin 
dan teknologi moderen. Sebagai konse­
kuensinya, produk yang dihasilkan 
tidak memiliki daya saing di pasar yang 
semakin kompetitif, sehingga margin 
yang diperoleh sangat rendah. Hal ini 
menyebabkan pelaku us aha mikro dan 
kecil tidak dapat menyisihkan sebagian 
pendapatan untuk saving sehingga me­
reka tidak dapat memupuk akumulasi 
modal untuk pengembangan kegiatan 
usaha selanjutnya. 

Dengan melihat banyaknya lemba­
ga keuangan penyedia dana (kredit), 
baik formal maupun informal, seharus-

nya keterbatasan dana bagi pelaku 
usaha mikro dan kecil tidak boleh 
terjadi. Banyak pengusaha mikro dan 
kecil belum memahami bahwa dana 
atau modal dalam suatu kegiatan 
·ekonomi tidak hanya modal sendiri 
tetapi juga modal dari luar (kredit). 
J adi, jika pelaku ekonomi suatu usaha 
dalam kegiatan ekonomi dihadapkan 
pada kendala keterbatasan modal 
sendiri, mereka dapat menghimpun 
dana dari luar (kredit) untuk kegiatan 
usahanya. Menurut catatan Bank 
Indonesia pada tahun 2001, kredit 
untuk usaha kecil dan menengah 
hanya mencapai 18% dari seluruh 
total penyaluran kredit nasional 
(Tabel 5). 

Tabel 5 
Penyaluran Kredit kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) terhadap Total 

Penyaluran Kredit Nasional 

Tahun Nasional(Trilyun Rp.) UKM (Trilyun Rp.) Prosentase(dari total) 
1997 444,9 67,3 15 
1998 545,4 45,6 8 
1999 277,3 37,2 13 
2000 320,4 56,9 18 

Sumber: BI tahun 2001 (dalam BRI tahun 2002) 
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Kelompok pengusaha mikro dan ke­
cil dinilai tidak layak oleh bank karen a 
tidak memiliki agunan, serta diasum­
sikan kemampuan pinjamannya ren~ 
dah, kebiasaan menabungyangrendah, 
dan mahalnya biaya transaksi. Akibat 
asumsi tersebut, maka menjadikan 
pengusaha mikro dan kecil memiliki 
aksesibilitas yang rendah terhadap 
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sumber keuangan formal, sehingga 
kebanyak?n mereka mengandalkan 
modal sendiri (tabel6). Di sam ping itu, 
merekajuga enggan menggunakanjasa 
lembaga formal , karena alasan tidak 
terpenuhinya syarat administrasi yang 
diperlukan, misalnya: tidak adanya 
NPWP, maupun tidak adanya izin 
us aha. 

Tabel6 
SUMBER MODAL USAHA MIKRO 

Uraian IKR IK 
Modal Sendiri 90,36% 69,82% 
Modal Pinjaman 3,20% 4,76% 
Modal Sendiri dan Pinjaman 6,44% 25,42% 
Jumlah 100% 100% 
Asal Pinjaman: 

Bank 18,79% 59,78% 
Koperasi 7,09% 4,85% 
Institusi lain 8,25% 7,63 % 
Lain-lain 70,35% 32,16% 

Sumber: Data BPS tahun 1998 (dalam Wilson Arafat, 2005). 
~: 

Dalam tabel 6 dapat dilihat, banyak 
pengusaha mikro dan kecil yang mem­
butuhkan tambahan dana untuk 
modal, lebih dari 70% meminjam dari 
lain-lain (dalam hal ini jasa keuangan 
informal), yang kisaran bunga utang­
nya sangat tinggi. Meski demikian, 
pengusaha mikro dan kecil tetap eksis. 
Namun, mereka sulit untuk berkem­
bang, karena jasa keuangan informal 
hanya bersifat jangka pendek, yaitu 
untuk kepentingan mendesak yang 
erat kaitannya dengan kebutuhan 
konsumsi sehingga tidak mampu 
menciptakan proses kapitalisasi bagi 
pelaku usaha mikro dan kecil. 

D. Upaya Pengembangan Usaha 
Milao dan Kecil 

Upaya pengembangan usaha mikro 
dan kecil harus berhubungan erat de-

ngan kondisi mereka, yang hingga saat 
ini masih menghadapi kendala. Ken­
dala yang sangat berarti antara lain 
permasalahan p~rmodalan (keterbata­
san dana), permasalahan pemasaran, 
dan kualitas SDM. 
1. Pemecahan Masalah Permo­

dalan 
Ada tiga hal penting yang merupa­

kan ken.dala bagi usaha mikro dan kecil 
dalam kaitannya dengan pengadaan 
modal luar (kredit), yaitu: akses atau 
kesempatan untuk memperoleh kredit, 
pengelolaan kredit sehingga menjadi 
sum her permodalan usaha, dan .pe­
ngembalian kredit terse but adalah Adi 
Nusantoro, (2002) mengemukakan 
alternatif untuk menghilangkan tiga 
kendala sebagai berikut.' 
a. Akses atau Kesempatan untuk 

Memperoleh Kredit 
Pada tahap awal, jika di dalam wila-
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yah kerja pelaku usaha mikro dan 
kecil (ekonomi rakyat) yang terkait 
belum ada pelayanan kredit yang 
dapat menjangkau mereka, maka 
per:lu diciptakan adanya pelayanan 
lenibaga keuangan yang dapat 
menjangkau mereka dan pihak yang 
dapat bertindak sebagai jembatan 
antara lembaga sumber dana de­
ngan pelaku usaha mikro dan kecil. 

Tahap berikutnya, adalah mem­
persiapkan agar pelaku usaha mikro 
dan kecil dapat mandiri dalam 
urusan-urusan yang berkaitan 
dengan kredit. Hal ini dilakukan 
dengan cara memberi bimbingan 
tentang prosedur sederhana yang 
harus dilakukan untuk mendapat­
kan kredit sekaligus meningkatkan 
pengetahuan dan kemampuan 
mengenai pelaksanaan prinsip­
prinsip usaha yang sehat (melalui 
studi banding, pelatihan, diklat dan 
lain-lain.). Sifat dan mental yang 
menggantungkan pada konsep 
subsidi dan fasilitas khusus yang 
berkepanjangan harus dihilangkan 
dan secara bertahap harus segera 
digantikan dengan pengertian 
kemandirian usaha, karena dalam 
perekonomian yang semakin meng­
global, kemampuan kehidupan 
usaha harus muncul dari kemauan 
dan kemampuan sendiri dengan 
kepentingan masyarakat sendiri. 

b. Pengelolaan Kredit yang Tepat 
Jika kredit dikelola secara tepat, 

kredit tersebut dapat menjadi 
sumber permodalan usaha. Kredit, 
baik dalamjumlah, waktu, maupun 
pengelolaan harus direncanakan 
dan dilaksanakan dengan baik, agar 
dapat meningkatkan kesejahteraan. 
Perlu diberikan pemahaman bagi 
pelaku usa.l)a, bahwa kredit hanya 
suatu "suntikan" sementara yang 

harus mampu menciptakan aku­
mulasi modal bagi kegiatan usaha 
serta meningkatkan produksinya. 
Perlu diingat bagi para kreditor, 
bahwa kredit harus diberikan pada 
waktu yang tepat danjumlah mini­
mal yang memadai yang dapat 
menciptakan pembentukan modal 
bagi usaha mereka, karena jika 
tidak maka kredit in~ hanya akan 
membebani dan membawa bencana, 
mungkin akan menjadi kredit macet 
yang akhirnya juga merugikan 
kreditor sendiri. 

Kredit yang diambil harus dapat 
meningkatkan produksi secara 
kuantitas dan kualitas. Meningkat­
nya produksi harus dapat mening­
katkan pendapatan yang melebihi 
keharusannya untuk membayar 
kembali kredit melalui angsuran. 
Surplus inilah yang kemudian harus 
menciptakan tabungan sebagai awal 
dari pemupukan modal sendiri yang 
mampu dihimpun oleh masyarakat 
penerima kredit tersebut. 

c. Pengembalian Kredit 
Pengembalian kr_edit yang di­

ambilkan dari surplus yang dicipta­
kan dari penggunaan kredit tidak 
hanya perlu ditanamkan, tetapijuga 
harus diikuti suatu upaya konkrit 
a tau nyata yang dapat dilaksanakan 
oleh pelaku usaha mikro yang ber­
sangkutan. 

2. Pengembangan Lembaga Ke­
uangan Mikro 
Pengembangan lembaga keuangan 

mikro mutlak diperlukan dalam upaya 
pengembangan usaha mikro dan kecil. 
Keuangan mikro berfungsi membe­
rikan dukungan modal bagi pengusaha 
mikro untuk meningkatkan usahanya 
sehingga usahanya akan berjalan lebih 
lancar dan lebih besar. Jika pening-

105 
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katan usaha semakin cepat, maka ke­
butuhan dana bagi pengusaha mik.ro 
dan kecil akan meningkat pula. Oleh 
karena itu dibutuhkan Lembaga Keua­
ngan Masyarakat (Mikro) yang dapat 
secara terus menerus melayani ke­
butuhan mereka. 

Dalam mengembangkan keuangan 
mikro untuk melayani masyarakat 
miskin (economically active poor) 
Bambang Ismawan, (2003: 101-110) 
mengemuka~an beberapa alternatif 
yang dapat dilakukan: 
a. Banking of the Poor 

Bentuk ini mendasarkan diri pada 
saving led microfinance, di mana 
mobilisasi keuangan mendasarkan 
diri pada kemampuan yang dimiliki 
oleh masyarakat miskin itu sendiri. 
Bentuk ini juga mendasarkan pula 
atas membership base, di mana ke­
anggotaan dan partisipasinya ter­
hadap kelembagaan mempunyai 
makna yang penting. Bentuk­
bentuk yang telah terlembaga ~ai 
masyarakat antara lain: Kelompok 
Swadaya Masyarakat (KSM), 
Kelompok Usaha Bersama, Credit 
Union (CU), Koperasi Simpan 
Pinjam (KSP). 

b. Banking with the Poor 
Bentuk ini mendasarkan diri pada 
pemanfaatan kelembagaan yang 
telah ada, baik kelembagaan (orga­
nisasi) sosial masyarakat yang 
mayoritas bersifat informal atau 
sering disebut kelompok Swadaya 
(KSM) serta lembaga keuangan for­
mal (bank). Kedua lembaga ini 
diupayakan untuk diorganisir dan 
dihubungkan atas dasar semangat 
simbiose mutualisme, atau saling 
menguntungkan. Pihak bank akan 
mendapat nasabah yang semakin 
banyak (outreaching) sementara 
pihak masyarakat miskin akan 
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mendapat akses untuk mendapat­
kanfinancial support. Di Indonesia 
hal ini ·dikenal dengan pol a yang 
disebut Pola Hubungan Bank dan 
Kelompok Swadaya Masyarakat 
(PHBK). Dalam PHBK ini terdapat 
tiga (3) model yaitu: 
1) Model Hubungan 1 

Bank melakukan pelayanan ke­
uangan langsung pada kelompok 
dan Lembaga Pendampingan 
Usaha Mikio (LPUM) berperan 
sebagai mitra bank untuk 
melakukan kegiatan pembinaan 
kepada kelompok. Bank membe­
rikan fee biaya pembinaan yang 
diperhitungkan dalam tingkat 
bunga kredit. Akad kredit 
dilakukan antara bank dengan 
Ketua atau Pengurus kelompok 
yang memperoleh kesepakatan 
dari para anggotanya. 

2) Model Hubungan 2 
Bank memberikan pelayanan ke­
uangan kepada kelompok mela­
lui LPUM. Pelayanan keuangan 
dan pembinaan kelompok dilaku­
kan oleh LPUM. Biaya kegiatan 
pendamp~ngan diperoleh dari 
bank dengan yang dibayar oleh 
kelompok. 

3) Model Hub\;~,gfill 3 
Bank mengidentifikasi sendiri 
kelompok yang telah ada, atau 
niemfasilitasi proses pembentu­
kan kelompok pengusaha mik.ro 
potensial yang sudah terseleksi, 
memberikan pelayanan keua­
ngan, dan sekaligus membina 
kelompok-kelompok terse·but 
sebagai nasabahnya. 

c. Banking for the Poor 
Bentuk ini mendasarkan diri atas 
cre,dit led institution di mana sum­
her' financial support terutama 
bukan diperoleh dari mobilisasi 
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tabungan masyarakat miskin, me­
lainkan diperoleh dari sumber lain 
yang memang ditujukan untuk 
masyarakat miskin. Dengan demi­
kian tersedia dana cukup besar yang 
memang ditujukan kepada masya­
rakat miskin melalui kredit. Contoh 
bentuk ini adalah: Bank Kredit Desa 
(BKD), Lembaga dan Kredit Pede­
saan (LGKP), dan Grameen Bank. 

Dari uraian tersebut, masing­
masing bentu'k pengembangan 
lembaga keuangan mikro dapat 
dibedakan sebagai berikut: 
1. Bentuk Banking of the Poor 

menekankan pada aspek pendi­
dikan bagi masyarakat miskin, 
serta melatih kemandirian. 

2. Bentuk Banking with the Poor 
lebih menekankan pada fungsi 
penghubung (intermediary) dan 
memanfaatkan kelembagaan 
yang telah ada. 

3. Bentuk banking for the Poor 
menekankan pad a penggalangan 
resources yang dijadikan modal 
(capital heavy) yang ditujukan 
untuk masyarakat miskin. 

3. Strategi Pemasaran Bagi Usaha 
Milrro dan Kecil 
Konsep dasar strategi pemasaran, 

terdapat 4P yaitu melihat product; 
price; place; dan promotion. Keempat 
aspek ini sering disebut marketing mix. 
Marketing mix ini sering digunakan 
dalam penentuan strategi bisnis, ka­
rena cukup mudah dalam penerapan­
nya. Seiring dengan perubahan ling­
kungan 4P tersebut berubah menjadi 
5P yaitu ditambah dengan probe (riset 
dan pengembangan), di dalamnya 
mencakup penelitian dan pengem­
bangan: produk, harga, tempat, dan 
promosi (Suryana, 2003). 

Strategi yang ditetapkan sebuah 
usaha mikro harus sesuai dengan kea-

daan internal dan juga keadaan 
eksternal organisasi. Strategi yang 
ditetapkan oleh sebuah usaha hen­
daknya bersifat jangka panjang dan 
dinamis. Seperti diungkapkan Ricard 
A D'Aveni dalam Suryana (2003) untuk 
menghadapi kondisi yang semakin 
dinamis (hypercompetitive) seperti se­
karang ini perusahaan harus menekan­
kan pada strategi yang menfokuskan 
pada pengembangan kompetensi inti 
(building core company), pengetahuan, 
dan keunikan intangible asset, untuk 
menciptakan keunggulan. Terdapat 
tujuh (7) kunci keberhasilan perusa­
haan (The New 7 S's) dalam hyper com­
petitive environment, yaitu: 
a. Superior stakeholder satisfaction. 

11engutamakan kepuasan kepada 
stakeholders, yaitu semua unsur 
yang terkait dalam perusahaan. 
Dengan memberikan kepuasan, 
maka kinerja organisasi akan 
semakin tinggi. 11isalnya, dengan . 
membuat puas pemasok, maka ia 
akan memberikan produk yang 
berkualitas kepada perusahaan. 
A tau kepada konsumen, perusahaan 
yang memuaskan ·konsumen, maka 
konsumen terse but akan menyebar­
luaskan ke masyarakat bahwa 
perusahaan tersebut mempunyai 
produk yang memuaskan. 

b. Position ·sooth saying, yaitu me­
rancang strategi yang membuat 
kejutan a tau yang mencengangkan. 

c. Position for speed, yaitu strategi 
yang memposisikan perusahaan 
secara cepat di pasar. Perusahaan 
harus segera mengkomunikasikan 
produk ke pasar supaya segera 
dikenal konsumen. 

d. Postion for surprise , yaitu membuat 
posisi yang mencengangkan melalui 
barang dan jasa baru yang lebih 
unik dan berbeda serta memberikan 
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nilai tambah yang baru, sehingga 
konsumen lebih menyukai produk 
yang diciptakan perusahaan. 

e. Shifting the role of the game, yaitu 
strategi untuk mengadakan pe­
rubahan/pergeseran peran yang 
dimainkan atau mengubah pola­
pola persaingan perusahaan yang 
dimainkan sehingga pesaing 
terganggu dengan pola-pola baru 
yang berbeda. 

f Signaling · strategic intent, yaitu 
mengindikasikan tujuan dari 
strategi. Inti strategic intent me­
nurut Gary Hamel (1994) adalah 
lebih menekankan pada "sense of di­
rection, sense of discovery and sense 
of destiny" untuk meraih persaingan 
melalui kapabilitas suinber daya 
yang ada. 

g. Simultions and sequential strategic 
thrusts, yaitu membuat rangkaian 
penggerak atau pendorong strategi 
secara simultan dan berurutan. .- 7 

Menurut Michael P. Porter (dalam 
Suryana 2003) dikemukakan bahwa 
untuk menciptakan daya saing khusus, 
perusahaan harus menciptakan ke­
unggulan melalui strategi generik (ge­
neric strategic), yaitu strategi yang 
menekankan pada keunggulan biaya 
rendah (low cost), diferensiasi (differ­
entiation), dan focus (focus). Dengan 
strategi ini perusahaan akan memiliki 
daya tahan (sustainability) hid up yang 
berkesinambungan. 

Agar pelaku usaha mampu memilih 
strategi pemasaran yang tepat, dan 
mempunyai kemampuan dalam pe­
nerapan strategi tersebut, maka hal 
mendasar yang harus dipertimbangkan 
dalam pemilihan strategi adalah siklus 
hidup produk. Siklus hidup produk 
yang menggambarkan riwayat produk 
sejak dilempar ke pasar sampai dengan 
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ditarik kembali dari pasar. 

4. Pemecahan Masalah Sumber 
Daya Manusia 
Usaha mikro dan kecil yang kurang 

berdaya saing disebabkan oleh keter­
batasan penguasaan teknologi akibat 
sumber daya manusianya yang berpen­
didikan dan berkemampuan rendah. 
Untuk mengatasi permasalahan 
sumber daya manusia upaya yang 
dapat dilakukan instansi terkait dan 
pelaku usaha sendiri adalah mengada­
kan program pembinaan dan pengem­
bangan SDM dengan melibatkan 
berbagai pihak, misalnya perusahaan 
swasta, dan Perguruan Tinggi. 

Usaha mikro dan kecil tidak cukup 
diberi bantuan pembiayaan saja, tetapi 
juga mutlak harus didampingi dengan 
pembina an dan jasa manajemen. 
Bantuan manajemen itu dapat berupa 
pelatihan secara rutin sesuai kebu­
tuhan. Dalam rangka mengembangkan 
kemampuan manajerial dan keteram­
pilan teknik berproduksi, perusaha­
an swasta berperan besar dalam 
menumbuh-kembangkan wirausaha 
baru, dan sebagai tempat magang 
pengusaha baru. Di samping itu, 
perguruan tinggi diperlukan untuk 
membentuk karakter wirausaha bagi 
pengusaha mikro dan kecil. 

E. Simpulan 
Sektor usaha mikro dan kecil di In­

donesia mempunyai peranan yang 
sangat penting, khususnya dalam 
menyerap lapangan keija, maka sudah 
sewajarnya kalau sektor usaha ··ini 
mendapatkan perhatian untuk lebih 
dikembangkan sehingga benar-benar 
dapat menjadi penyangga utama 
perekonomian nasional. 

Sebagian besar usaha mikro dan 
kedl ini menghadapi banyak kendala, 
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kendala yang paling menonjol adalah 
masalah pembiayaan (pendanaan). 
Salah satu langkah untuk memper­
mudah akses usaha mikro dan kecil 
dalam memperoleh pembiayaan dari 
kredit adalah dengan menjembatani 
antara lembaga keuangan dan pelaku 
usaha melalui pembentukan kelompok 
Swadaya (KSM). 

Selain itu, untuk memiliki daya 
saing, dalam pasar global, pengusaha 
mikro dan kecil harus menekankan 
pada strategi yang mengembangkan 
kompetensi inti, pengetahuan, keuni­
kan, untuk menciptakan keunggulan. 
Hal ini akan tercapai hila didukung 
oleh kemampuan sum her daya man usia 
yang tinggi. 
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